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ABSTRAK 

 

SistemJaminanPadaAkadMudharabahdalam 

Fatwa DSN-MUIPerspektif Imam Syafi‟i 

Oleh Kurnia Nengsih, NIM 1316140374 

 

 Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem jaminan pada akad 

mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI dan Imam Syafi‟i. Untuk mengungkap 

persoalan tersebut secara mendalam, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data kepustakaan.Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif-analisis, memberikan deskriptif mengenai subyek 

penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian data tersebut diuraikan, 

dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil 

penelitian ditemukan baha penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah 

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Imam syafi‟i melarang 

jaminan pada akad mudharabah ini karena penerapan akad pembiayaan 

mudharabah dilakukan antara individu dengan individu pada masanya bagi hasil 

antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan. 

Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan 

Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Maka dari itu, 

dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan difungsikan sebagai perlindungan hak-

hak Lembaga Keungan Syariah yakni agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan terkait tentang hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

 

 

Kata Kunci: Jaminan, Akad Mudharabah, Fatwa DSN-MUI, Perspektif Imam 

Syafi‟i. 
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ABSTRACT 

 

Assurance System of Mudharabah Convenant in 

Fatwa DSN-MUI Perspective Imam Syafi‟i 

By Kurnia Nengsih, NIM 1316140374 

 

 The aims of this research to knowAssurance System of Mudharabah 

Convenant in Fatwa DSN-MUIand Imam Syafi‟i. Furthermore, to solve the 

problems in a deeply, the researcher used qualitative approach with the technique 

of the data that descriptive-analysis, given descriptive about subject of the 

research based on the data that was get. Then, the data was described, analysis and 

told based on the question in this research. After that, the result of research was 

found substance participation assurance in funding mudharabah can we did, 

except it has argumentation that was forbid. Imam Syafi‟i forbid assurance of 

mudharabah covenant that caused the applicatin covenant of forbid mudharabah 

did between individual and the other individual. After that, between the oner and 

reseller divide of the result suitable ith the times that they agreement. So, they 

unrequested assurance. However, to avoid mudharabah did not deviation, 

institution of finances syariah can get assurance as function as protection 

aunthority in institution of finances syariah that is mudharib did not deviation 

about things that was agreement by them in covenant. 

 

 

Key Word: Assurance, Mudharabah Covenant, Fatwa DSN-MUI, Perspective 

Imam Syafi‟i. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih 

tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. 

Secara teknis mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung 

secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian 

yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si 

pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah adalah akad 

yang dibolehkan dalam syariah Islam berdasarlan Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan 

Ijma‟ dan para fuqaha.
1
 

Secara terminologi, para ulama fiqh 

mendefinisikan  mudharabah  atau qiradh adalah pemilik modal menyerahkan 

modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan sedangkan 

keuntungan itu menjadi milik bersama dibagi menurut kesepakatan bersama. 

Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan, kerugian ini ditanggung 

sepenuhnya oleh pemilik modal.  

 

                                                             
1 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, cet ke-2,  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 176 
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Akad  mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk 

saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar 

uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan 

memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang 

perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling 

menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk 

saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam 

mengelola dan memproduktifkan modal itu. 
2
 

Salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah adalah 

mempergunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. 

Mudharabah adalah kerja sama kemitraan antara pemilik dana dengan 

pengelola untuk memperoleh hasil dengan pembagian hasil usaha sesuai 

dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Dalam pembiayaan mudharabah 

yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diserahkan tidak hanya dapat 

berbentuk uang tunai tetapi dapat diberikan dalam bentuk modal non-kas. 

Dalam pembiayaan mudharabah modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal 

dari pemilik modal (shahibul maal). Kerugian mudharabah ditanggung oleh 

pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola 

dana (mudharib). Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan apabila 

nasabah memerlukan modal.
3
 

                                                             
2 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia 

Institute, 1999), h. 135 
3
 Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: 

LPFE, 2009), h.428 
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Akad Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu 

usaha anatara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang 

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua („amil, mudharib, atau nasabah) 

yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha 

sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian 

ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan 

kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah 

pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
4
 

Imam Syafi‟i menyatakan bahwa: Apabila seseorang menyerahkan 

harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun 

pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya 

dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam 

suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana 

pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinya atau 

ditemukan bukti baha pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan 

hal tersebut.
5
 

Modal mudharabah tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam 

mudharib pada saat dilangsungkannya kontrak mudharabah. Tak satu pun dari 

empat mazhab fiqih Sunni yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur 

meminta debitur untuk menjalankan mudharabah berdasarkan pengertian 

                                                             
4
Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, 

(Yogyakarta: Andi, 2015), h. 78 
5
Imam Syafi‟i, Mukhtasar Kitab Al-Umm, alih bahasa Husain Abdul Hamid Abu Nashir, 

Judul terjemahan, Jilid 7, h.137 
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bahwa modal kongsi adalah hutang calon mudharib kepada investor. Alasan 

pelarangan ini tampaknya karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat 

dengan mudah menggunakan mudharabah sebagai alat untuk memperoleh 

kembali hutangnya sekalian mungkin mengambil untung darinya. Mengambil 

untung dari suatu hutang dipandang riba yang diharamkan dalam hukum 

Islam. Menurut Ibn Rasydu, Imam Malik tidak mengizinkan hal itu karena ia 

khawatir jika hal itu menjurus kepada bentuk riba yang dipraktikkan pada 

masa pra-Islam.
6
 

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata : “Tidak dibenarkan bagi 

pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada 

pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas 

seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan 

berubah status menjadi perwakilan atau mediator bagi pemodal pada akad 

mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi tidak dibenarkan 

mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila 

ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua tidak syah atau 

batil.
7
 

Menurut Malik dan Syafi‟i, jika investor menentukan bahwa mudharib 

tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka 

mudharabah itu batal. Abu Saud, penulis kontemporer tentang bank Islam, 

mengatakan:  

                                                             
6 Abdul Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-

Revivalis,cet Ke-3,(Jakarta: Paramadina, 2006), h. 78-79 
7
M.Arifin Bin Bandri, Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah, (Jakarta: Pustaka 

Darul Ilmi,2009), h. 64 
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(Mudharib) harus memiliki kebebasan mutlak dalam berdagang 

dengan uang yang diberikan kepadanya dan mengambil segala 

langkah atau keputusan yang ia anggap tepat untuk memperoleh 

keuntungan maksimal. segala syarat yang membatasi kebebasan 

semacam ini merusak keabsahan perjanjian mudharabah.”
8
 

 

Kontrak Mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan 

jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat 

kontrak tersebut batal, demikian menurut kalangan Mazhab Maliki dan 

Syafi‟i, Namun, kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan klausul 

demikian. Para ulama yang memegang pendapat pertama beralasan bahwa 

pembatasan waktu semacam itu bisa membuat peluang yang baik lepas dari 

tangan mudharib atau mengacaukan rencana-rencananya sehingga, sebagai 

akibatnya, ia tidak bisa memperoleh untung dari usaha yang telah ia lakukan.
9
 

Para ulama‟ berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal 

tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan 

seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang telah diterapkan pada 

perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan 

seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan 

batil. Dalam ilmu fiqh, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang batil, 

maka solusinya adalah satu dari dua hal berikut yaitu (1) akad beserta 

persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus 

mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya,(2) akad dapat diteruskan, 

akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut.
10

 

                                                             
8 Abdul Saeed, Menyoal Bank..., h. 80 
9 Abdul Saeed, Menyoal Bank..., h. 80 
10

Muhammad Arifin Badri,”Mencari Solusi Bank Syariah,https;//almanhaj.or.id/2599-

mencari-solusi-bank-syariah.html,(2 November 08: 51) 
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Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk 

mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan 

antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat “gadai” dan 

mudharib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak 

perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan 

menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka 

tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi‟i.
11

 

Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di 

dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang 

diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar‟i dalam produk-produk yang 

dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk 

memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS 

menerapkan jaminan pada pembiayaan mudharabah dengan mendasarkan 

pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/ IV/2000, yakni: “pada prinsipnya dalam 

pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak 

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau 

pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 

akad”.
12

 

Konsep dari akad mudharabah adalah shahibul maal membiayai 

kebutuhan suatu usaha, sedangkan mudharib adalah pelaku usaha yang diberi 

                                                             
11

Abdul Saeed, Menyoal Bank ..., h. 78-81 
12

Dewan Syari‟ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syari‟ah, (Jakarta: CV. 

Erlangga, 2014), h. 81 
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kepercayaan oleh shahibul maal untuk mengelola dana. Di sini keduanya 

saling berkontribusi dalam suatu usaha yaitu shohibul maal dengan harta yang 

dimilikinya dan mudharib dengan kemampuannya dalam suatu usaha tertentu, 

dengan demikian antara shohibul maal dan mudharib pada dasarnya memiliki 

kedudukan yang sama,
13

 namun dengan adanya jaminan yang diminta oleh 

shohibul maal kepada mudharib seakan-akan mengindikasikan adanya 

perbedaan kedudukan antara shohibul maal dengan mudharib. 

Larangan adanya jaminan dalam akad mudharabah yang di maksudkan 

oleh sebagian Imam Madzhab, bukan berarti hukum Islam akan berhenti di 

sini, karena Syari‟at Islam itu memiliki kemampuan dalam merespon 

perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktekkan 

sepanjang zaman dan ruang serta tidak menyulitkan terhadap umatnya.
14

 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “SISTEM JAMINAN PADA AKAD 

MUDHARABAH DALAM FATWA DSN-MUI  PERSPEKTIF IMAM 

SYAFI’I” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem jaminan padaakad mudharabahdalam Fatwa DSN-

MUI? 

                                                             
13 Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf,  Akuntansi Perbankan..., h. 423 
14

 Abdul Aziz Mubaruk Al-Ahmadi, dkk, Fiqh Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan 

Hukum Islam, cet ke-2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 378 
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2. Bagaimana sistem jaminan pada akad mudharabahmenurut Imam 

Syafi‟i? 

3. Bagaimana analisis sistem jaminan pada akad mudharabah dalam fatwa 

DSN-MUI perspektif imam Syafi‟i? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem jaminan pada akad mudharabah dalam Fatwa 

DSN-MUI. 

2. Untuk mengetahui sistem jaminan pada akad mudharabah menurut Imam 

Syafi‟i. 

3. Untuk mengetahui analisis sistem jaminan pada akad mudharabah dalam 

fatwa DSN-MUI perspektif imam Syafi‟i. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dalam 

rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca 

khususnya dibidang perbankan syariah. 

b. Dapat dijadikan bahan pembanding untuk peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di umat islam dan 
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masyarakat luas dalam memahami perbankan syariah, terutama dalam 

akad mudharabah. 

E. Penelitian Terdahulu 

 Lutfiana degan judul “Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 

07/Dsnmui/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Studi Di Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri” 2015. Adapun masalah pada 

penelitan ini yaitu dalam pelaksanaannya pembiayaan mudharabah di KJKS 

Cemerlang Weleri ini, baik pembiayaan mudharabah harian, bulanan maupun 

musiman, dalam pembagian keuntungan persentasenya ditetapkan dari berapa 

banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh shahibul mal kepada mudharib 

bukan dari persentase keuntungan setiap hari atau bulannya dan sudah 

menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus mudharib 

bayar angsuran bagi hasilnya. Apabila mudharib merugi dalam melaksanakan 

usaha bagi hasil tersebut, maka mudharib harus tetap membayar angsuran 

pokok dan angsuran bagi hasil setiap hari atau setiap bulannya. 

 Jenis penelitian yaitu Penelitian lapangan (field research) dengan 

metode penelitian kualitatif,  Analisa data deskriptif analisis. Hasil penelitian 

ini jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang 

pembiayaan mudharabah maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan 

mudharabah yang dipraktekkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai 

dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penangganan anggota yang 

sedang merugi. Dalam pembiayaan mudharabah pada KJKS Cemerlang 

Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini 
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masih seperti utang (qord) yaitu adanya keharusan pengembalian modal 

meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan 

(mudharib). Dalam pembiayaan mudharabah ini belum sepenuhnya 

menggunakan bagi hasil yang sesuai dengan syariah tapi masih menggunakan 

revenue sharing Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang 

belum sesuai dengan konsep fiqh. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu pada jenis 

penelitian dan sumber penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh 

Lutfiana adalah penelitian lapangan sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan library research (penelitian kepustakaan). Sumber penelitian yang 

dilakukan oleh  Lutfiana adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu sumber data 

sekunder.
15

 

Maghfur Wahid yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN 

No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 

Di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)” 2015. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana secara detail bagaimana penerapan jaminan dalam 

pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syari‟ah. Tujuan lainnya 

untuk mengetahui secara detail bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syari‟ah 

Nasional (DSN) No.7 DSN-MUI/2000 tentang Mudharabah (Qiradh). 

                                                             
15 Lutfiana, Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/Dsnmui/ IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Mudharabah Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri, Fakultas 

Syariah dan Hukum, 2015,  UIN WalisongoSemarang. 
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Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu pada jenis 

penelitian dan sumber penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh 

Maghfur Wahidini adalah penelitian lapangan sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan library research (penelitian kepustakaan). Sumber penelitian 

yang dilakukan oleh Maghfur Wahidini adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu 

sumber data sekunder.
16

 

Adhytia Andra dengan judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada 

Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang”, 2010. Adapun 

masalah pada penelitian ini yaitu Wacana yang berkembang di tengah 

masyarakat bahwa Bank Syariah tidak ada beda dengan Bank Konvensional. 

Penerapan aturan syariah baru sebatas nama saja, substansinya tak beda 

dengan Bank Umum Nasional.  

Jenis penelitian yaitu Penelitian lapangan (field research) dengan 

metode penelitian kualitatif,  Analisa data deskriptif kualitaif. Hasil penelitian 

ini Kendala yang dihadapi oleh Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang 

dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk-produknya secara umum 

belum  mendapatkan kendala namun para calon nasabah Bank Nagari Syariah 

Cabang Padang Panjang belum begitu mengerti mengenai akad mudharabah 

yang digunakan oleh bank sehingga bank harus menjelaskannya. 

                                                             
16 Maghfur Wahidini, Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan 

Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang 

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Di BMT Bismillah Sukorejo Kendal), Fakultas Syariah,2015, 

UIN Walisongo Semarang. 
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Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu pada jenis 

penelitian dan sumber penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh 

Adhytia Andra adalah penelitian lapangan sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan library research (penelitian kepustakaan). Sumber penelitian yang 

dilakukan oleh Adhytia Andra adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu sumber data 

sekunder. 
17

 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian library research (penelitian 

kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk 

memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku atau karya-karya 

yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
18

 

Secara metodelogi penelitian menggunakan pendekatan yuridis. 

Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti 

berdasarkan aturan-aturan yang ada di Kompilasi Imam Syafi‟i dan DSN 

No.07/DSN-MUI/IV/2000. 

b. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dari bulan Maret 2017 sampai dengan 

sekarang. Penelitian ini tidak menggunakan tempat atau lokasi yang diteliti 

karena merupakan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian kepustakaan 

                                                             
17 Adhytia Andra, Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk di Bank Nagari Syariah 

Cabang Padang Panjang, Fakultas Hukum, 2010,Universitas Andalas. 
18

 Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, 

(Yogyakarta: BPFE, 1999), h.137 
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penulis pilih karena adanya perbedaan antara pendapat Imam Syafi‟i 

dengan Fatwa DSN-MUI, dan semua permasalahan tersebut lebih 

mengarah kepada sumber literatur dan bukan di lokasi tertentu. 

c. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1) Data Primer 

 Yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, 

yaitu sumber data asli yang memuat informasi atau data tersebut.
19

 

Adapun sumber primer penelitian ini adalah DSN-MUI dan Imam 

Syafi‟i. 

2) Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli 

yang memuat informasi atau data tersebut.
20

 Pada umumnya, data 

sekunder ini sebagai penunjang data primer atau dengan kata lain, 

data sekunder ini berupa data dokumenter.
21

 Adapun sumber-

sumber sekunder dalam penelitian ini di antaranya Mencari Solusi 

Bank Syariah  karya Muhammad Arifin Badri, macam-macam bagi 

hasil mudharabah, dan artikel artikel lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

                                                             
19 Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian..., h. 147 
20

Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian..., h. 147 
21

Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 

h.91 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

adalah: 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menelaah buku-buku atau artikel-artikel yang ada kaitannya 

dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang di 

perlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian 

dengan pokok permasalahan. 

1) Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan 

mengambil data yang tercatat pada dokumen-dokumen, berupa 

data sekunder. Keuntungannya agar waktu lebih efisien, sedangkan 

kelemahan data yang diperoleh mungkin sudah relatif lama, belum 

dilakukan pemutakhiran data.
22

 

d. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data-data yang 

berbentuk teori itu akan dianalisis dengan metode deskriptif-analisis yaitu 

suatu bentuk analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

Analisis deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai 

subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.
23

  

                                                             
22

Amirul Hadi dan Haryono,  Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2005), h. 135 
23

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD, cet ke-XIII,(Bandung: 

Alfabeta,2013),h. 148 
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Dengan demikian teknis analisis data yang penulis lakukan yaitu 

menganalisis sistem jaminan pada akad mudharabah dalam fatwa DSN-

MUI perspektif imam Syafi‟i yang terdapat di dalam buku-buku atau 

artikel-artikel penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan 

sistem jaminan pada akad mudharabah dalam fatwa DSN-MUI perspektif 

imam Syafi‟i. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Jaminan 

1. Pengertian Jaminan  

 Rahn secara bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan 

dan penahanan.
24

Menurut istilah rahn yaitu perjanjian (akad) pinjam- 

meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Para 

ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai 

dalam pandangan Syari‟at sebagai jaminan atas utang yang mana utang 

tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang 

digadaikan.
25

 Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa 

rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
26

Sesuatu yang dijadikan 

sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan 

disebut rahin, sedangkan pihak yangmenerima jaminan disebut murtahin. 

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau 

pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu 

kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu 

perikatan. Pendapat yang sama menurut Mariam Darus Badrulzaman, 

jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau 

pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu 

                                                             
24

Hendi Suhendi, Fiqh Mualamah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.105 
25

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet. ke-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, jilid 5, 2009), h. 

242. 
26

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h.130 
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perikatan. Pengertian jaminan menurut Djuhaendah Hasan adalah sarana 

perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan 

utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin 

debitur.
27

 

Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dan jaminan, 

yaitu sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap 

kepastian pelaksanaan prestasi dari debitur . Pasal 1131 KUHP mengatur 

tentang jaminan bagi kreditur atas pelunasan piutangnya oleh debitur 

yang selengkapnya berbunyi: 

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 
28

 

Ketentuan tersebut merupakan jaminan secara umum atau jaminan 

yang timbul atau lahir dari undang-undang yang ditujukan untuk 

kepentingan kreditur dengan jaminan semua harta kekayaan debitur, 

tidak ditunjuk secara khusus benda yang dijaminkan. 

Ketentuan tentang jaminan dalam uu Perbankan tersirat dalam 

pasal 8 ayat (1), yaitu: 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur 

                                                             
27

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang 

Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, (Jakarta: Nuansa 

Madani, 2011), h.233 
28

Etty Mulyati, Kredit Perbankan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h.113 
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untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan.”
29

 

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang 

merugikan baik akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang 

dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (mudharib).
30

 

Jika dilihat dari bagaimana fatwa DSN MUI dapat 

memperbolehkan jaminan dalam akad mudharabah, maka perlu dicermati 

bagaimana fatwa tersebut memberikan kesimpulan hukum yang 

sedemikian itu.  

Pada angka tujuh tentang ketentuan pembiayaan dalam fatwa 

Dewan Syariah Nasional NO.07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan 

pembiayaan pada No.7 disebutkan pada prinsipnya, dalam pembiayaan 

mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak 

ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila mudharib terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 

dalam akad.
31

 

Namun perlu disebutkan juga bahwasanya DSN bukan tidak 

menyadari adanya larangan bagi pemberlakuan jaminan untuk akad 

semacam ini. Karena disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa pada 

dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya 

                                                             
29

Etty Mulyati, Kredit Perbankan..., h. 113-114  
30

 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2016), h.82 
31

Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf,Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: 

LPFE,2009), h. 425 
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akad ini bersifat amanah kecuali dari kesalahan disengaja, kelalaian atau 

pelanggaran kesepakatan. Dicantumkan juga, bahwa jika salah satu pihak 

tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua 

belah pihak, makapenyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi 

syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
32

 

Secara umum, jaminan tersebut dalam praktik perbankan tidak 

disukai karena kurang memberikan rasa aman dan terjamin atas kredit 

yang disalurkan. Bank memerlukan jaminan secara khusus yang khusus 

diperjanjikan. Baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan 

perorangan. Perjanjian jaminan dibuat atas asas kesepakatan antara pihak 

kreditur dan pihak debitur atau dengan pihak ketiga yang menyatakan 

kesanggupan untuk menjamin debitur dalam pelunasan utangnya kepada 

kreditur.
33

 

Bank Islam mengambil banyak langkah untuk memastikan bahwa 

modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini 

diberikan kepada bank pada saat yang diterapkan dalam kontrak. Hal ini 

biasanya diwujudkan melalui jaminan dari mudharib sendiri maupun dari 

pihak ketiga. Meskipun fiqh tidak mengizinkan investor untuk menuntut 

jaminan dari mudharib, bank-bank Islam umumnya benar-benar 

memintaberagam bentuk jaminan. Namun mereka menegaskan bahwa 

jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk 

                                                             
32

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, cet ke-11, (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 208 
33

Etty Mulyati, Kredit Perbankan..., h. 114  
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memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat 

kontrak. 
34

 

International Islamic Bank For Investment and Development 

mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan mudharabah untuk 

menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Salah 

satu klausul dalam kontrak mudharabah pada Faisal Islamic Bank of 

Egypt adalah “jika terbukti bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak 

sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau 

bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka mudharib 

harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai 

sebagai pengganti kerugian semacam ini. Dalam kejadian yang mudharib 

yang bertanggungjawab atas kerugian seperti ini, penjamin diharuskan 

untuk memberikan ganti rugi kepada bank. Jika yang diberikan oleh 

penjamin belum mencukupi, maka mudharib harus memberikan jaminan 

tambahan dalam jangka waktu tertentu.
35

 

Seluruh empat mazhab fiqh berpendirian bahwa si mitra adalh 

orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep „percaya‟ ini, mitra yang 

satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih mazhab 

Hanafi, Sarakhsi, “masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang 

dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan 

                                                             
34

Abdul Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-

Revivalis, cet ke-3, (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 85  
35

Abdul Saeed, Menyoal Bank..., h. 86 
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dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya 

memberikan jaminan (dlaman) akan dianggap tidak ada dan batal.
36

 

2. Landasan Hukum Jaminan (rahn) 

a) Al-Qur’an 

1) Surat al-baqarah (2) ayat 283: 

قْبُ وْ ضَةٌ *  وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلََْ تََِدُ وْ ا كَا تبًِا فَرِ هَنٌ مَّ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara 

tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang 

berpiutang.;....”(QS. Al-Baraqah (2): 283)
37

 

 

b) Al-Hadits 

Hadits Nabi SAW riwayat al-Bukahriy dan Muslim dari Aisyah RA, 

ia berkata: 

هَا قاَلَ:   أَ نَّ رَسُوْ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا شْتَ رَى عَنْ عَا ءِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 طَعَا مًا مِنْ يَ هُوْ دِ يِّ  إِلََ أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْ عًا مِنْ حَدِ يْدٍ.

Artinya:Aisyah r.a. berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah 

membeli makanan dengan berutangdari seorang Yahudi dan 

menjaminkan sebuah baju besi kepadanya. (HR Bukhari(.
38

 

 

                                                             
36

Abdul Saeed, Menyoal Bank ..., h. 85-91 
37

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, ( Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2010),h. 49 
38

 Moh Zuhri,Dipi, dkk, Terjemah Sunnan At-Tarmizi, (Semarang: CV. Asy-Syifa,1992), 

h. 210 
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Hadits Nabi riwayat asy-Syafi‟iy, ad-Daraquthniy dan Ibnu Majah 

dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: 

الَّذِ يْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْ مَهُ.لَا يَ غْلَقُ الرَّ هْنُ مِنْ صَا حِبِهِ   

Artimya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

resikonya.
39

 

c) Ijtihad 

Para ulama sepakat, bahwa rahn boleh dilakukan dalam perjalanan 

ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu langsung dikuasai (al-

qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang 

jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qabdh) 

adalah surat jaminan tanah itu. Rahn dibolehkan, karena banyak 

kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan 

antarsesama manusia. 

d) Kaidah Fiqh 

 اَلَْْ صْلُ فِِ ا لْمُعَا مَلَا تِ ا لِْْ باَ حَةُ إِلاَّ  أَنْ يَدُ لَّ عَلَى تََْرِ يِْْهَا 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”.
40
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3. Rukun dan Syarat 

Para ulam fiqh mengemukakan beberapa ketentuan (syarat) rahn 

sesuai dengan rukun rahn itu sendiri. Di anatar ketentuan rahn  yang 

penting dijelaskan di antaranya adalah sebagai berikut:
41

 

a) Syarat al-marhun bihi (utang): 

1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang 

berutang; 

2) Boleh dilunasi dengan agunan itu; dan 

3) Jelas dan tertentu.
42

 

Berdasarkan berbagai opini para ahli fiqh muslim, syarat-syarat yang 

berkaitan dengan utang pokok rahn dapat dirangkum sebagai berikut: 

1) Utang pokok harus merupakan utang yang sudah ditetapkan, 

mengikat, dan dapat diberlakukan, baik melalui peminjaman, 

penjualan, atau kerusakan dalam bentuk kekeliruan tindakan atau 

pelanggaran hak (selain yang ada di dalam kontrak) menyangkut 

suatu harta. 

2) Utang pokok harus diketahui dan didefinisikan bagi kedua pihak 

yang berkontrak. 

3) Utang pokok harus sudah jatuh tempo/ mengikat, atau akan jatuh 

tempo. 

4) Menurut para ulama Hanafi dan Maliki, utang pokok harus dapat 

dipertanggungjawabkan, agar dapat dilunasi.
43
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b) Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan): 

Secara umum, para ahli fiqh setuju bahwa objek gadai harus memenuhi 

syarat-syarat objek penjualan, sehingga dapat dijual untuk membayar 

kembali utang tersebut. Ini didasarkan pada maksim yang memutuskan 

“harta yang tidak memenuhi syarat untuk dijual tidaklah memenuhi 

syarat untuk digadaikan”. Syarat-syarat ini mencakup:
44

 

1) Boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; 

2) Bernilai dan dapat dimanfaatkan; 

3) Jelas dan tertentu; 

4) Milik sah orang yang berhutang; 

5) Tidak terkait dengan hak orang lain; 

6) Berupa harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;  

7) Boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya;Merupakan 

jenis barang yang diperbolehkan;dan 

8) Ditentukan persis, berkenaan dengan hakikat, kuantitas, dan 

nilainya.
45

 

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan, 

bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-rahn-kan 

itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang 

dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa 

benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau 
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surat-surat rumah itu yang dipegang pemberi utang. Syarat terakhir yang 

merupakan kesempurnaan rahn ini oleh para ulama disebut sebagai barang 

jaminan yang dikuasai secara hukum. Syarat ini menjadi penting karena Allah 

dalam surat al-Baqarah: 283 menyatakan “fa rihan maqbudhah” (barang 

jaminan itu dikuasai secara hukum).
46

 

Ketentuan rahn  memiliki lima bagian yaitu: 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahka barang) dilunasi. 

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, 

marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanyya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan 

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

4. Besar biaya pemeliharan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman.
47

 

5. Penjualan marhun: 

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi uangnya, maka marhun 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
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c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

d. Kelebihan hasul penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiaban rahin.
48

 

Ketentuan penutup rahn ada dua bagian yaitu: 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiabnnya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui  musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
49

 

B. Akad Mudharabah 

1. Mudharabah 

 Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau 

berjalan. Secara istilah Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakanseluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan.
50
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 Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 

dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 %) modal, 

sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituag-kan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 

itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
51

 

 Mudharabah pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam salah 

satu bentuk musyarakah (pengkongsian). Namun para cendekiawan fiqh 

Islam meletakkan mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan 

landasan hukum tersendiri.
52

 

 Di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian 

mudharabah secara istilah, diantaranya: 

a) Mudharabah menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :  

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana 

suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (rabb al 

mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang 

diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.
53

 

b) Mudharabah menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar 

perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya al Mabsut 

mendefinisikan mudharabah yaitu :Perkataan mudharabah diambil 

dari pada perkataan “darb” (usaha) diatas bumi. Dinamakan 
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demikian mudharib berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih 

payah dan usahanya.
54

 

c) Mudharabah menurut ahli fiqih yaitu : 

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana 

seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan 

prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi 

berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.
55

 

Selain itu, menurut para ulama fiqh sebagaimana dinyatakan oleh 

Imam Hanafi, menyatakan bahwa mudharabah adalah akad atas suatu 

syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan 

pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Dengan demikian, mereka secara 

tekstual menegaskan bahwa syarikat mudharabah adalah suatu akad 

(kontrak) dan mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus 

dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan 

syarat harus dipenuhi oleh modal.
56

 

Imam Syafi‟i menyatakan bahwa: Apabila seseorang menyerahkan 

harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), 

namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk 

mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola 

mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya 

adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik 
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modal merestuinya atau ditemukan bukti baha pemilik modal mengizinkan 

pengelola untuk melakukan hal tersebut.
57

 

Modal mudharabah tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam 

mudharib pada saat dilangsungkannya kontrak mudharabah. Tak satu pun 

dari empat mazhab fiqih Sunni yang mengizinkan suatu kontrak dimana 

kreditur meminta debitur untuk menjalankan mudharabah berdasarkan 

pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon mudharib kepada 

investor. Alasan pelarangan ini tampaknya karena dalam kontrak semacam 

ini si investor dapat dengan mudah menggunakan mudharabah sebagai 

alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekalian mungkin mengambil 

untung darinya. Mengambil untung dari suatu hutang dipandang riba yang 

diharamkan dalam hukum Islam. Menurut Ibn Rasydu, Imam Malik tidak 

mengizinkan hal itu karena ia khawatir jika hal itu menjurus kepada 

bentuk riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam.
58

 

Menurut Malik dan Syafi‟i, jika investor menentukan bahwa 

mudharib tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu atau komoditas 

tertentu, maka mudharabah itu batal. Abu Saud, penulis kontemporer 

tentang bank Islam, mengatakan:  

(Mudharib) harus memiliki kebebasan mutlak dalam berdagang dengan 

uang yang diberikan kepadanya dan mengambil segala langkah atau 

keputusan yang ia anggap tepat untuk memperoleh keuntungan maksimal. 

segala syarat yang membatasi kebebasan semacam ini merusak keabsahan 

perjanjian mudharabah.”
59
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Kontrak Mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan 

jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat 

kontrak tersebut batal, demikian menurut kalangan Mazhab Maliki dan 

Syafi‟i, Namun, kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan 

klausul demikian. Para ulama yang memegang pendapat pertama beralasan 

bahwa pembatasan waktu semacam itu bisa membuat peluang yang baik 

lepas dari tangan mudharib atau mengacaukan rencana-rencananya 

sehingga, sebagai akibatnya, ia tidak bisa memperoleh untung dari usaha 

yang telah ia lakukan.
60

 

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk 

mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat 

hubungan antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat 

“gadai” dan mudharib adalah adalah orang yang dipercaya, maka jaminan 

semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian 

jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka 

kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan 

Syafi‟i.
61

 

 Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, 

mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak 

lain untuk suatu usaha yang produktif.Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-

MUI/IV/2000 bahwa mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 

oleh lembaga keuangan Syari‟ah kepada pihak lain untuk membuka suatu 
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usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan 

sebagai sohibul maal dan membiayai 100 % atas usaha pengelola, 

sedangkan posisi pengelola sebagai mudharib.
62

 

 Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulanbahwa 

mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modaldari 

seorang pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola(mudharib) untuk 

dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jikausaha tersebut 

mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagiberdasarkan 

kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidakmendatangkan 

hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnyaditanggung oleh 

pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukuntertentu. Jika kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaiansi pengelola, maka si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugiantersebut.
63

 

2. Dasar Hukum Mudharabah 

 Secara umum, dalam pembiayaan mudharabah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadits 

sebagai berikut :
64

 

a) Al-Qur’an 

1) Surah al-Baqarah (2)  ayat 283: 

فَاِ نْ امَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِ ى اؤْ تُُِنَ اَ مَا نَ تَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهُ رَبَّهُ * وَلَا تَكْتُمُو  
هَا دَةَ* وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِ نَّهُ اَثٌِِ قَ لْبُهُ * وَاللَّهُ بِاَ تَ عْمَلُوْ نَ عَلِيْمٌ.  االشَّ
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“ ....Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan 

janganlah kamumenyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa 

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
65

 

 

2) Surah al-Muzzamil (73) ayat 20: 

 ....وَاَ خَرُ وْ نَ يَضْرِ بُ وْ نَ فِِ ا لْاَ رْضِ يَ بْتَ غُوْ نَ مِنْ فَضْلِ اللَّه....

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumimencari 

sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzzamil: 20) 
3) Al-Jumu‟ah (62)  ayat 10: 

 

رًا لَّعَلَكُمْ   ا  لْاَ رْضِ وَابْ تَ غُوْ مِنْ فَاِذَ ا قُضِيَتِ ا لصَّلَو ةُ فَا نْ تَثِرُ وْا فِِ  فَضْلِ اللَّهِ وَاذْ كُرُ و االلَّهَ كَثِي ْ

 تُ فْلِحُوْ نَ 

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Makabertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allahdan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. Al-Jumu‟ah: 10). 

 

4) Al-Baqarah (2) ayat 198: 

نْ رَّبِّكُمْ  لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا حٌ اَنْ تَ بْتَ غُوْ ا فَضْلًا مِّ  
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Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia(rezki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198). 
b) Al Hadits 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu. 

ثَلَا ثٌ فِيْهِنَّ الْبَ رَ كَةُ الْبَ يْعُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ:عَنْ صُهَيْبِ , قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ 
عِيِْْ للِْبَ يْتِ وَ لَا للِْبَ يْعِ   إِ لََ اَحَلِ و الْمُقَا رَ ضَةُ وَ خَلَطُ الْبُ رِّ باِ لشَّ

 

“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara 

yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan 

mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk 

dijual.”
66

 

c) Ijma’ 

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada mudharib) 

harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun 

menginkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma‟. 

d) Qiyas 

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah. 

e) Kaidah Fiqh 

 اَلَْْ صْلُ فِِ ا لْمُعَا مَلَا تِ ا لِْْ باَ حَةُ إِلاَّ  أَنْ يَدُ لَّ عَلَى تََْرِ يِْْهَا 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”.
67
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f) Syarat Mudharabah 

a) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan mukallaf (cakap). 

b) Modal harus jelas jumlahnya, berupa alat tukar, tidak berupa barang 

dagangan dan harus tunai, dan diserahkan seluruhnya kepada pihak 

pengusaha. 

c) Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus 

dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum 

dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama. 

d) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur 

tagan pihak pemodal. Pada awal transaksi pihak pemodal pemodal 

berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaa  modal. 

e) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. 

Sedangkan pihak pengelola sama sekali tidak menanggungnya, 

melainkan ia menanggung kerugian pekerjaannya.
68

 

Semetara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam 

mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu: 

a) Modal harus berupa uang; 

b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya; 

c) Modal harus tunai buka utang; dan 

d) Modal harus diserahkan kepada mitranya.
69

 

Beberapa syarat pokok mudharabah menurut Usman (1999) antar 

lain sebagai berikut: 
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a) Usaha Mudharabah.Shahibul mal boleh menentukan usaha apa 

saja yang akan dilakukan oleh mudharib, dan mudharib harus 

menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. 

Mudharabah seperti ini disebut mudharabah muqayyadah 

(mudharabah terikat). Akan tetapi, apabila shahibul mal 

memberikan kebebasan kepada mudharib untuk melakukan usaha 

apa saja yang akan diingunkan oleh mudharib, maka kepada 

mudharib harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke 

dalam usaha yang dirasa cocok. Mudharabah seperti ini disebut 

mudharabah mutlaqah (mudharabah tidak terikat).
70

 

b) Pembagian keuntungan. Untuk validitas mudharabah diperlukan 

bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi dari 

keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada 

proporsi tertentu yang ditentukan oleh syariah, melainkan diberi 

kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka 

dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka 

juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk 

mudharib dan shahibul mal. Namun demikian, mereka tidak boleh 

mengalikasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan 

mereka juga boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat 

persentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp. 100 juta, 

mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa mudharib akan 
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mendapatkan Rp.10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat 

bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian shahibul mal. 

Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan 

riil menjadi bagian shahibul mal dan 60 persen menjadi bagian 

mudharib atau sebaliknya.
71

 

c) Penghentian mudharabah. Kontrak mudharabah dapat dihentikan 

kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak 

lain terlebih dahulu. Jika salah satu aset dalam bentuk cair/tunai 

pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan 

keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 

terdahulu. Jika aset belum dalam bentu cair/tunai, kepada 

mudharib harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar 

keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.
72

 

 Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih 

apakah kontrak mudharabah boleh dilakukan untuk periode waktu 

tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi 

dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, 

enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, Mazhab Syafi‟i dan 

Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demekian, perbedaannya 

hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat 

opini mengenai batas waktu minimum dalam Fikih Islam, tetapi 

dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan 
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setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka 

inginkan.
73

 

g) Rukun Mudharabah 

 Rukun dari akad mudharabah  yang harus dipenuhi dalam 

transaksi ada beberapa, yaitu: 

a) Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki 

modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah 

pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. 

b) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan 

(ribh); dan 

c) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul.
74

 

Pernyattaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
75

 

Sedangkan didalam buku Syafi‟i Antonio dijelaskan bahwa, rukun-

rukun yang harus ada dalam akad mudharabah adalah: 
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a) Pelaku 

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak 

pertama bertindak pemilik modal ( shohib al mal ), sedangkan pihak 

kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau „amil). Tanpa 

adanya dua pelaku, maka akad mudharabah tidak ada.76 

b) Objek Mudharabah 

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya 

sebagai objek mudharabah ,sedangkan pelaksana usaha menyerahkan 

kerjanya sebagai objek mudharabah. modal yang diserahkan bisa 

berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, 

sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, 

selling skill, Management skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini 

mudharabah ini, akad mudharabah ini tidak ada.77 

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak 

 Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, merupakan 

konsekuensi dari prinsip an- taraddin minkum (sama-sama rela). Disini 

kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan 

diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan 

peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana 

usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.
78
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d) Nisbah Keuntungan 

 Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad 

mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak 

yang bermudhabarah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shohib al mal mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. 

Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan 

antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
79

 

 Adapun menurut Gemala Dewi dalam bukunya Hukum Perikatan 

Islam di Indonesia nisbah keuntungan dibagi menjadi tujuh bagian 

yaitu: 

a. Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak 

diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi 

pada pihak yang lain.
80

 

b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada 

waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. 

Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari 

keuntungan untuk pengelola.
81
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c. Bila jangka waktu mudharabah relatif lama (tiga tahun ke atas), 

maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu 

ke waktu.
82

 

d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja 

yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang 

ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan 

memengaruhi nilai keuntungan.
83

 

e. Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk 

menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. 

Menurut Fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika 

diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya 

dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.
84

 

f. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi‟i, keuntungan 

harus diakui seandainya keuntungan keuntungan usaha sudah 

diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Mazhab Maliki 

dan sebagian Mazhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan 

hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua 

pihak.
85

 

g. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan 

mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul 

maal, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak 
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sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini 

berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama 

berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila 

keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, 

sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta 

menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan 

kepadanya.
86

 

h) Macam-Macam Mudharabah 

 Secara umum, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, mudharabah 

muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
87

 

a) Mudharabah Muthlaqah 

 Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerjasama  antara shahibul 

al- mall dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi 

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam 

pembahasan fiqih ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan 

ungkapan: if`al masyi`ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibil al-mal 

ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar. 

b) Mudharabah Muqayyadah 

 Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah 

restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan 

dari mudharabah muthalaqah, si mudharib dibatasi dengan batasan-

batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini 
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seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul al- mal 

dalam memasuki jenis dunia usaha.
88

 

i) Manfaat Mudharabah 

Di dalam mudharabah terdapat beberapa manfaat, diantaranya: 

a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat. 

b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil 

usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread. 

c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus 

kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang 

konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip 

bunga tetap, dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang 

dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
89

 

j) Ketentuan Hukum Pembiayaan 

a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.  

b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuah kejadian di 

masa depan yang belum tentu terjadi. 
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c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini besifat amanah (yad al-amanah),kecuali kaibat dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di anatara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.
90

 

k) Pengakhiran Kontrak Mudharabah 

 Sebelum memulai pekerjaan mudharabah, kontrak dianggap 

sebagai „aqd ghayr lazim (kontrak yang tidak mengikat), dan karena itu, 

dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan 

pemberitahuan kepada pihak yang lain.
91

 

 Namun, segera sesudah pekerjaan mudharabah dimulai, para 

ulama memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak 

tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang 

lain. Mayoritas ulama memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat 

diakhiri berdasarkan suatu fakta bahwa kontrak tersebut merupakan „aqd 

ghayr lazim. Di sisi lain Imam Maliki memiliki opini bahwa kontrak 

tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para 

pihak yang berkontrak.
92
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 Dalam konteks keadaan saat ini, sebagian besar perusahaan 

komersial zaman sekarang membutuhkan waktu untuk mendatangkan 

hasil. Perusahaan-perusahaan komersial ini juga menuntut usaha-usaha 

yang kontans dan kompleks. Oleh karena itu, dapat menimbulkan bencana 

pada suatu proyek bila salah satu pihak mengakhiri kontrak segera sesudah 

proyek tersebut dimulai. Dengan pertimbangan ini, pandangan Imam 

Maliki mungkin lebih praktis diaplikasikan. Untuk menghindari kesukaran 

mendatang, opsi lain adalah para pihak menyepakati bahwa ketika 

mengusahakan kontrak mudharabah, tidak ada pihak yang boleh 

mengakhirinya selama pada periode tertentu, kecuali pada keadaan-

keadaan tertentu.
93

 

 Kejadian-kejadian lain ketikakontrak mudharabah dapat 

dilikuidasi, sebagaimana dinyatakan oleh AAOIFI di dalam Standar Syarat 

No.13, Klausul 10/1, adalah sebagai berikut: 

1. Pada tanggal jatuh tempo, bila kedua pihak telah lebih dahulunsepakat 

menetapkan suatu batas waktu. 

2. Ketika dana kontrak mudharabahtersebut telah habis atau telah rugi. 

3. Kematian mudharib atau likuidasi lembaga yang bertindak selaku 

mudharib. 

4. Ketidaksehatan akal salah satu pihak mana pun di dalam kontrak 

mudharabah. 
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Jika semua aset mudharabah berbentuk uang tunai pada saat 

pengakhiran, dan sejumlah laba telah didapatkan, maka laba tersebut 

harus didistribusikan di antara para pihak menurut rasio yang sudah 

disepakati. Namun, jika aset-aset mudharabah tidak berbentuk uang 

tunai, maka mudharib tersebut harus diberikan kesempatan menjual 

atau melikuidasi aset-aset tersebut, sehingga laba aktualnya dapat 

ditentukan.
94

 

C. DSN-MUI 

Pelaksanaan tugas DSN mendasarkan pada Keputusan Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam 

Bab IV butir 1 dari Keputusan dimaksud disebutkan bahwa Dewan Syariah 

Nasional bertugas: 

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 

c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa  keuangan syariah.  

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkan. 

Kemudian dalam butir dua disebutkan bahwa Dewan Syariah Naional 

berwenang dalam: 
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a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pngawas Syariah dimasing-

masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum 

pihak terkait. 

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan 

yang di keluarkan oleh instansi.
95

 

Semenjak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di 

Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan diri untuk 

mengantisipasi perkembangan LKS karena lembaga-lembaga tersebut selalu 

terikat dengan aturan-aturan syariah yang harus dipatuhi. Berlatar belakang 

permasalahan tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999 dengan di 

keluarkannya Surat Keputusan MUI Nomor 754/MUI/II/1999, DSN didirikan 

secara resmi sebagai lembaga syariah yang secara garis besar bertugas 

mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian LKS.
96

 

Pada tahun 2008 , sebagai amanah dari Undang-Undang N0.21 Tahun 

2008 tentang Perbakan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank 

Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, 

Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 

20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu 

Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan 

perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa 
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MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan 

syariah.
97

 

1. Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah 

 Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tetang 

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), merupakan fatwa yang secara 

ekspilisit dinyatakan sebagai fatwa tentang mudharabah, tegasnya 

pembiayaan mudharabah. Subtabsi fatwa DSAN-MUI nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tetang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) terdiri atas tiga 

bagian: 1) Ketentuan pembiayaan mudharabah; 2) Rukun dan syarat 

pembiayaan mudharabah; dan 3) Beberapa ketentuan hukum 

pembiayaan mudharabah.
98

 

Pertama, ketentuan pembiayaan mudharabah terdiri atas sepuluh 

bagian, yaitu: 

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif;
99

 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 

membiayai sepenuhnya kebutuhan suatu proyek (usaha); sedangkan 

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

usaha;
100
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3. Jangka waktu Usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

(LKS dengan pengusaha);
101

 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut 

serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;
102

 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang.
103

 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 

dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 

kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;
104

 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan 

namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini 

hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 

akad;
105
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8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 

fatwa DSN;
106

 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib; dan
107

 

10.  Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 

berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.
108

 

Kedua,rukun dan syarat pembiayaan mudharabah terdiri atas lima 

bagian, yaitu: 

1. Penyedia dana (shahib al-mal) dan pengelola harus cakap hukum.
109

 

2. pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihakuntuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
110

 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat 

sebagai berikut: 

                                                             
106

Dewan Syari‟ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa ..., h. 82 
107

Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga..., h. 79 
108

Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga..., h. 79 
109

Kasmir, Bank dan Lembaga ...,h. 53 
110

Kasmir, Bank dan Lembaga ...,h. 53 



50 
 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
111

 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 

modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut 

harus dinilai pada waktu akad.
112

 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 

kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad.
113

 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
114

 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 

diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan 

harus dalam bentuk presentasi nisbah dari keuntungan sesuai 

kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 

kesepakatan.
115

 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak bioleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan.
116
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5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharabah, tanpa campur 

tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk 

melakukan pengawasan.
117

 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mudharabah, yaitu keuntungan.
118

 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
119

 

Ketiga, Ketentuan mengenai hukum pembiayaan 

mudharabah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 terdiri atas empat bagian, yaitu: 

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu;
120

 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuah kejadian 

di masa depan yang belum tentu terjadi;
121

 

3. Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 

pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali 
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akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 

kesepakatan; dan
122

 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
123

 

D. Imam Syafi’i   

1. Tempat Kelahiran dan Silsilahnya 

 Imam Syafi‟i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan 

Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan 

dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibaa ibunya ke 

Mekkah dan dibesarka di sana.
124

 

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn 

Utsman ibn Syafi‟i al-Muthalibi dari keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, 

yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari as-

Syafi‟i. 

Dengan demikian jelaslah, bahwa beliau itu adalah keturunan dari 

keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan 

Nabi SAW. pada Abdul Manaf (datuk Nabi yang ke-3).
125
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2. Kitab-kiatab Karangan asy-Syafi’i 

Imam Syafi‟i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. 

Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab 

dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, 

tafsir,ilmu usul, dan sastra (Al-Adab) dan lain-lain. Kitab yang pertama 

kali dibuat oleh Imam asy-Syafi‟i ialah ar-Risalah yang disusun di 

Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi, di Mesir beliau 

mengarang kitab-kitab yang baru yaitu al-Umm, al-Amali dan al-Imlak.
126

 

Al-Buithi mengikhtisarkan kitab-kitab asy-Syafi‟i dan 

menamakannya dengan al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani. Kitab 

yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, 

tetapi kitab-kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, 

penyaringan dan pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad 

berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru.
127

 

Ahli sejarah membagi kitab-kitab asy-Syafi‟i ke dalam dua bagian 

yakni: Pertama, dinisbatkan kepada asy-Syafi‟i sendiri seperti kitab al-

Umm dan ar-Risalah. Kedua, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya 

seperti Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buaithi.
128

 

3. Pendapat-pendapat asy-Syafi’i dan Pemikirannya 

Mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi‟i tentang segala aspek 

ilmu pengetahuan, maka dalam uraian ini penulis hanya mengetengahkan 
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pendapatnya secara ringkas dalam bidang imamah, bidang ilmu kalam 

maupun aqaid.
129

 

Adapun masalah pikirannya bisa dilihat dari mazhab-mazhab 

qadim dan mazhab jadidnya. 

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat. 

Asy-Syafi‟i tidak menyukai ilmu kalam karena ilmu kalam itu 

dibangun oleh golongan Muktazilah, sedangkan mereka menyalahi jalan 

yang ditempuh oleh ulama salaf dalam megungkapkan akidah dan al-

Qur‟an. Sebagai orang Fiqh/ Muhaddits tentu saja beliau mengutamakan 

Ittiba‟ dan menjaui ibtida‟ sedang golongan Muktazilah mempelajarinya 

secara falsafah.
130

 

Tentang Iman, beliau berpendapat, bahwa iman itu terdiri dari 

tashdiq dan amal, dia bisa bertambah dan bisa berkurang, yaitu bertambah 

dengan bertambah amal dan berkurang dengan berkurang amal. 

Mengenai Imamah beliau berpendapat, bahwa Imamah itu harus 

ada untuk menjaga kemaslahatan ummat dan beliau berpendapat, bahwa 

Imamah itu harus dipegang oleh orang Quraisy dan dapat terjadi tanpa 

baiat. Dalam pada itu beliau tidak mensyaratkan khalifah itu harus dari 

golongan Hasyimiyah. Di samping itu beliau berpendapat, bahwa Abu 

Bakar lebih utama dari Ali. Kedudukan para Khulafaur Rasyidin menurut 
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pendapatnya ialah yang paling utama Abu Bakar, Umar, Usman dan 

kemudian Ali.
131

 

4. Dasar-dasar Hukum yang Dipakai Oleh Imam Syafi’i 

Imam Syafi‟i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab 

Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah 

beliau dengan sebutan  Nasyiruh Sunnah (Penyebar Sunnah). Hal ini 

adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak.
132

 

As-Syafi‟i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlur ra‟yi 

dengan tariqat ahlul hadits. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu 

condong kepada ahlul hadits.
133

 

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi‟i 

sebagai acuan pendapatnya termasuk dalam kitabnya ar-Risalah sebagai 

berikut:
134

 

a) Al-Qur‟an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali 

jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang 

harus dipakai atau dituruti. 

b) As-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang 

mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula 

untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat –syaratnya, yakni 
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selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan 

bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
135

 

c) Ijma‟ dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, 

di samping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan 

Ijma‟ dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin 

karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. 

Imam Syafi‟i mendahulukan hadits Ahad daripada Ijma‟ yang 

bersendikan Ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma‟ itu 

bersendikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai 

kepada Rasulullah.
136

 

d) Qiyas, Imam Syafi‟i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum 

di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas 

yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduaniaan atau 

muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat 

telah cukup sempurna dari Al-Qur‟an dan as-Sunnah Rasulullah. 

Untuk itu beliau dengan tegas berkata:”Tidak ada Qiyas dalam hukum 

ibadah”. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas 

sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum 

itu dipergunakan. 

e) Istidlal (Istishhab), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya 

Islamologi mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik 

kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang 
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diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-

undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat 

kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang 

tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian 

pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak 

bertentangan dengan jiwa al-Qur‟an atau tidak terang-terangan 

dilarang oleh al-Qur‟an, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa 

ahli hukum yang sudah terkenal: “Diizinkan sesuatu (al-Ibahatu) 

adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram 

diizinkan".
137

 

Oleh karena itu Imam Syafi‟i memakai jalan istidlal dengan 

mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-

terangan tidak dihapus oleh al-Qur‟an. Beliau tidak sekali-kali 

mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya 

beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam 

Syafi‟i berpendapat mengenai Istihsan ini sebegai berikut: “ 

barangsiapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat 

syariat tersendiri”.
138

 

5. Penyakit dan Meninggalnya Imam Syafi’i 

Imam Syafi‟i banyak mengidap penyakit sewaktu hidupnya. 

Antaranya ialah “penyakit wasir” yang mana menyebabkan keluar darah 

pada tiap-tiap waktu.Yakut telah telah meriwayatkan di dalam “Mu‟jam 
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Al-Udaba” suatu sebab yang aneh dalam meninggalnya Imam Syafi‟i 

katanya bahwa seorang dari sahabat “Malik bin Anas” yang bernama 

“Futian” bertengkar dengan Imam Syafi‟i. Imam Syafi‟i menang dalam 

pertengkaran itu. Futian mencela Imam Syafi‟i. Gubernur Mesir “As-Sarii 

bin Al-Hakam Al-Balkhi” memerintahkan supaya dipukul Futian juga 

dipermalukan oleh orang banyak, karena itu banyak dari pendukung 

Futian datang menyerbu ke masjid pelajaran Imam Syafi‟i, mereka 

menunggu sampai orang banyak pulang, kemudian mereka pun 

menyerang Imam Syafi‟i dan memukulnya dengan kuat, beliau dibawa 

pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit sampai beliau menggal dunia.
139

 

Sebab ini adalah suatu sebab yang luar biasa karena apa yang 

diketahui orang banyak ialah Imam Syafi‟i meninggal dengan penyakit 

wasir. Pada suatu ketika darahnya keluar dengan banyak dan beliau pun 

meninggal dunia.
140

 

Diceritakan, bahwa Ar-Rabi‟ masuk menemui Imam Syafi‟i di 

waktu mendekati wafatnya, beliau berkata kepadanya: Bagaimanakah 

keadaanmu? Beliau menjawab : Aku sedang meninggal atau terpisah dari 

dunia, dan juga perpisahan dari rekan-rekanku, dan aku sekarang sedang 

meneguk gelas kematian, dan aku sedang menemui perbuatan-perbuatan 

tidak baik, dan kepada Allah aku menuju kemudian beliau pun 

menangis.
141
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Imam Syafi‟i meniggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah 

Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. 

Umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di 

tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanyalah beliau 

meninggalkan wasiat, jenazah Imam Syafi‟i dikebumikan pada hari Jumat 

pada keesokan harinya. Anak –anak Abdullah Hakam mengebumikannya 

di tanah perkuburan mereka. Kuburnya ialah kubur-kubur anak Zahrah. 

Yakut berkata : Kuburnya sangat masyhur di sana sebagai bukti bagi 

kebenarannya.
142
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Sistem Jaminan Pada Akad Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI 

  Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini 

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Mudharabah yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada 

prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar 

mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 

dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad.143 

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad 

pembiayaan mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib 

bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena 

faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai 

modal dalam penyaluran pembiayaan mudharabah tersebut sebenarnya dana 

pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaganya agar 

dana tersebut tetap aman.  

Adanya tujuan berupa upaya mengurangi moral hazard dan untuk 

meyakinkan bahwa mudharib benar-benar melaksanakan segala ketentuan 

yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari 
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alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas 

pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan Bank Syariah. Berbeda halnya jika 

bank bertujuan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan 

atau untuk mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini bank 

seolah-olah tidak peduli dengan keadan usaha pengelola (mudarib) bank 

hanya ingin berbagi keuntungan dan tidak ingin berbagi kerugian padahal 

dalam bentuk finansial. Misalnya dalam hal terjadinya kerugian akibat resiko 

bisnis maka yang menanggung resiko financial bank, sedangkan 

pengelolaannya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti inilah 

pembiayaan mudharabah kadang-kadang disebut juga dengan partnership in 

profit. 
144

 

Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan 

pada pembiayaan mudharabah tersebut berlaku jika konteksnya adalah 

busines risk (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko 

bisnis) pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (bussines risk) nasabah 

pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar 

kemampuanya seperti bencana alam, sehingga apabila bank tetap menyita 

agunan tersebut maka bank hanya ingin berbagi keuntungann saja dalam 

perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian padahal kerugian 

yang terjadi adalah resiko bisnis.
145
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Sikap bank yang demikian tidak sesuai dengan pengertian dari 

pembiayaan mudharabah itu sendiri yaitu akad kerja sama usaha antara dua 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Sedangkan apabila 

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian si pengelola. Dan bila kerugian diakibatkan kecurangan atau 

kelalaian pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut.Dalam hal ini mudharib hanya menanggung kehilangan kesempatan 

memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat serta waktu yang 

dikeluarkan selama mengelola usaha, kenyataan ini menjadi dasar sehingga 

para ahli berkesimpulan bahwa pembiayaan mudarabah merupakan bentuk 

kerja sama di bidang ekonomi yang memutlakkan adanya pembagian 

keuntungan dan resiko kerugian. 
146

 

Untuk character risk mudharib pada hakekatnya menjadi wakil 

dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal 

sehingga wajiblah baginya berlaku amanah jika mudharib melakukan 

keteledoran, kelalian dan kecerobohan dalam merawat dan mengelola dana 

yakni melakukan pelanggaran kesalahan dan tidak baik dalam perilakunya 

yang tidak termasuk dalam bisnis pembiayaan mudharabah yang disepakati 

atau mudharib keluar dari ketentuan yang disepakati maka mudharib harus 

menanggung kerugian pembiayaan mudharabah sebesar bagian kelalaiannya 
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sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Mudharib telah menimbulkan 

kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim, karena ia telah 

memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar 

ketentuan yang telah disepakati, mudharib tidak berhak pula menentukan 

sendiri mengambil bagian dari ketentuan tanpa kehadiran atau sepengetahuan 

sahib al mal sehingga sohib al mal dirugikan.
147

 

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah 

benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan 

setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang 

menjadi sebab utama kerugian (character risk).
148

 

Untuk memahami mengapa dalam akad mudharabah jaminan 

diberlakukan, perlu dilihat bagaimana pertimbangan yang diberikan. Jika 

dianalisa, resiko yang terdapat dalam akad mudharabah, terutama pada 

penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi diantaranya :  

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan yang seperti 

disebut dalam kontrak.  

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
149

 

Untuk itulah maka kemudian bank dapat meminta jaminan atau 

agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau 
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kecurangan. Terlebih lagi, jika dilihat dari prinsip prudensial yang harus 

dipatuhi juga sama dengan yang berlaku pada perbankan konvensional. 

Berarti bahwa prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga 

menekankan 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. 

Prinsip keempat (collateral) artinya bahwa bank dalam melakukan 

pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas 

jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
150

 

DSN membolehkan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan 

mudharabah ini karena penerapan akad pembiayaan mudharabah dilakukan 

antara lembaga keuangan syari‟ah dengan nasabah, hal ini dilakukan karena 

tingkat amanah yang dimiliki masyarakat saat ini sangat rendah. Maka 

kemudian bank meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah benar-benar 

melaksanakan usaha dengan baik untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah 

tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena 

kelalaian dan/atau kecurangan. 

B. Sistem Jaminan Pada Akad Mudharabah Menurut Imam Syafi’i 

  Imam Syafi‟i menyatakan bahwa: Apabila seseorang menyerahkan 

harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun 

pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya 

dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam 

suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana 

pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinya atau 
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ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk 

melakukan hal tersebut.
151

 

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah 

(bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan 

pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan 

perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus 

mengganti rugi kepada si pemilik modal. Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa 

pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti 

bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak 

tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai 

utang, maka ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab 

utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah.
152

 

Konsep akad mudharabah yang di maksudkan yaitu hubungan 

antara shahibul maal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat 

“amanah”, artinya mudharib adalah orang yang dipercaya oleh shahibul 

maal, maka tidak ada jaminan dalam akad mudharabah, oleh karena itu Imam 

Syafi‟i melarangnya. Meskipun sebagian Imam Madzhab sudah menyatakan 

larangan penyertaan jaminan dalam akad mudharabah, namun dalam praktek 

di perbankan syari‟ah, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk 

jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini menjadikan 
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keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari‟ah untuk 

mengedepankan nilai-nilai syar‟i.
153

 

Penegasan larangan jaminan dalam akad mudharabah yang di 

maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara shahibul 

maal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat amanah(kepercayaan), 

jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan itu diminta dari 

tangan mudharib maka konsep akad kepercayaan itu akan hilang dan bisa 

dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh shahibul maal adalah hutang 

mudharib. 

Imam Syafi‟i berkata: Apabila seseorang memiliki piutang pada si 

fulan, lalu datang orang ketiga memberi jaminan atas utang itu, maka dalam 

hal ini Abu Hurairah ra mengatakan bahawa pemilik piutang (yakni pemberi 

utang) dapat menuntut bayaran kepada siapa saja yang ia kehendaki di antara 

pemberi jaminan dan yang diberi jaminan. Tapi bila yang terjadi adalah 

pengalihan utang, maka tidak boleh baginya menuntut bayaran kepada 

pengutang, karena ia telah membebaskan pengutang dari utangnya dan 

mengalihkan utang tersebut kepada pihak ketiga.
154

 

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu 

Laila mengatakan bahwa tidak boleh bagi pemberi utang menagih pengutang 

pada kedua perkara tersebut (yakni baik dalam masalah jaminan maupun 

pengalihan), karena ketika pemberi utang menerima jaminan, berarti ia telah 

membebaskan pengutang dari utangnya, kecuali jika harta yang akan 
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digunakan untuk membayar utang oleh pemberi jaminan mengalami 

kerusakan. Pada saat ini pemberi utang dapat menagih bayaran kepada 

pengutang. Adapun bila keduanya memberi jaminan satu sama lain, maka 

pemberi utang dapat menagih siapapun di antara mereka yang ia kehendaki 

menurut pendapat keduanya sekaligus.
155

 

Larangan adanya jaminan dalam akad mudharabah yang di 

maksudkan oleh sebagian Imam Mazhab, bukan berarti hukum Islam akan 

berhenti di sini, karena Syari‟at Islam itu memiliki kemampuan dalam 

merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk 

dipraktekkan sepanjang zaman dan ruangserta tidak menyulitkan terhadap 

umatnya.
156

 

Mudharabah dikatakan bersifat amanah karena shahibul maal telah 

percaya sepenuhnya kepada mudharib untuk mengelola dana yang 

dimilikinya. Itu berarti, shahibul maal telah siap dengan segala resiko yang 

akan dihadapinya dalam mengelola dana tersebut. Dalam pelaksanaan usaha, 

shahibul maal tidak berhak untuk mencampuri pekerjaan mudharib.Shahibul 

maal hanya boleh untuk memberikan masukan-masukan dan melakukan 

pemantauan terhadap kinerja mudharib. Dari sinilah shahibul maal 

mengetahui bahwa mudharib benar-benar melakukan usahanya tersebut atau 

memiliki moral yang kurang baik terhadap kerjasama tersebut. Pada 
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hakikatnya, jaminan adalah untuk memberi pertolongan terselamatkannya 

pekerjaan mudharib yang diperjanjikan.
157

 

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk 

mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan 

antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat “gadai” dan 

mudharib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak 

perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan 

menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka 

tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi‟i.
158

 

Seluruh empat mazhab fiqh berpendirian bahwa si mitra adalah 

orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep „percaya‟ ini, mitra yang 

satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih mazhab 

Hanafi, Sarakhsi, “masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang 

dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam 

kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan 

jaminan (dlaman) akan dianggap tidak ada dan batal.
159

 

Imam syafi‟i melarang jaminan pada akad mudharabah ini karena 

penerapan akad pembiayaan mudharabah dilakukan antara individu dengan 

individu pada masanya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, 

sehingga tidak memerlukan jaminan. Jaminan diperlukan untuk transaksi 

utang-piutang, dimana utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah. 
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C. Analisis Sistem Jaminan Pada Akad Mudharbah Dalam Fatwa DSN-MUI 

Perspektif Imam Syafi’i 

 Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini 

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan mudharabah yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada 

prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar 

mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 

dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad.160 

 Beberapa ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 07/ DSN-MUI/IV/2000 mengizinkan 

pemilik dana meminta jaminan dari mudharib terhadap pelanggaran  batas 

atau tindakan menyalahi ketentuan. MUI telah menetapkan bahwa pada 

dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat 

amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, 

kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dari keterangan tersebut, MUI 

menyetujui tentang jaminan, hanya saja jaminan dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad.
161

 

 

                                                             
160

Dewan Syari‟ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa ..., h. 81 
161

Dewan Syari‟ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa..., h. 81 



70 
 

Pertimbangan tersebut berdasarkan dalam QS al-Baqarah (2) ayat 

283: 

هَا دَةَ* فَاِ نْ امَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِ ى اؤْ تُُِنَ اَ مَا نَ تَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهُ رَبَّهُ * وَلَا تَكْتُمُو  االشَّ
عَلِيْمٌ. وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِ نَّهُ اَثٌِِ قَ لْبُهُ * وَاللَّهُ بِاَ تَ عْمَلُوْ نَ   

 
“ ....Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 

kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor 

(berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
162

 

 

 Beberapa ulama dari Mazhab Maliki juga membolehkan adanya 

pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi mudharabah. Pinjaman ini 

berupa kafalah.
163

 

Konsep akad mudharabah yang di maksudkan yaitu hubungan 

antara shahibul maal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat 

“amanah”, artinya mudharib adalah orang yang dipercaya oleh shahibul 

maal, maka tidak ada jaminan dalam akad mudharabah, oleh karena itu Imam 

Malik dan Imam Syafi‟i melarangnya. Meskipun sebagian Imam Mazhab 

sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad mudharabah, 

namun dalam praktek di perbankan syari‟ah, pihak bank benar-benar meminta 

berbagai bentuk jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini 

menjadikan keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari‟ah untuk 

mengedepankan nilai-nilai syar‟i.
164
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Mudharabah dikatakan bersifat amanah karena shahibul maal telah 

percaya sepenuhnya kepada mudharib untuk mengelola dana yang 

dimilikinya. Itu berarti, shahibul maal telah siap dengan segala resiko yang 

akan dihadapinya dalam mengelola dana tersebut. Dalam pelaksanaan usaha, 

shahibul maal tidak berhak untuk mencampuri pekerjaan mudharib.Shahibul 

maal hanya boleh untuk memberikan masukan-masukan dan melakukan 

pemantauan terhadap kinerja mudharib. Dari sinilah shahibul maal 

mengetahui bahwa mudharib benar-benar melakukan usahanya tersebut atau 

memiliki moral yang kurang baik terhadap kerjasama tersebut. Pada 

hakikatnya, jaminan adalah untuk memberi pertolongan terselamatkannya 

pekerjaan mudharib yang diperjanjikan.
165

 

Dalam akad mudharabah membawa nilai-nilai ta‟awun (tolong 

menolong) antara pihak yang kelebihan harta dengan pihak yang kekurangan 

harta, sesuai dengan firman Allah: 

Surah al-Maidah (5) ayat 2: 

 .....وَلَا تَ عَا وَنُ وْ ا عَلَى الْاِ ثِِْ وَالْعُدْ وَانِ* وَات َّقُوْ االلَّهَ* اِنَّ اللَّهَ شَدِ يْدُ ا لْعِقَا بِ .

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa- Nya”.
166
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Penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah tidak lain 

adalah langkah yang diambil untuk melindungi shahibul maal dari resiko 

wanprestasi yang dilakukan oleh mudharib. Jika pada kenyataannya 

mudharabah dapat berjalan dengan lancar dan mudharibmemperoleh 

keuntungan dari mudharabahnya tersebut, maka jaminan tersebut dapat 

dikembalikan oleh pihak shahibul maal.
167

 

Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan 

mudharabah dengan mendasarkan pada fatwa DSN No.07 DSNMUI/ 

IV/2000, yakni: “pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya 

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.168 

Larangan adanya jaminan dalam akad mudharabah yang di 

maksudkan oleh sebagian Imam Mazhab, bukan berarti hukum Islam akan 

berhenti di sini, karena Syari‟at Islam itu memiliki kemampuan dalam 

merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk 

dipraktekkan sepanjang zaman dan ruangserta tidak menyulitkan terhadap 

umatnya.
169

 

Menurut kaidah fiqh: 

 اَلَْْ صْلُ فِِ ا لْمُعَا مَلَا تِ ا لِْْ باَ حَةُ إِلاَّ  أَنْ يَدُ لَّ عَلَى تََْرِ يِْْهَا 
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“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”.
170

 

Jadi,  penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabahboleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Imam Syafi‟i melarangnya 

karena antara shahibul maal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat 

“amanah”, artinya mudharib adalah orang yang dipercaya oleh shahibul 

maal, maka tidak ada jaminan dalam akad mudharabah. Namun konteks 

seperti ini tidak dapat dilakukan saat ini karena tingkat amanah yang dimiliki 

masyarakat saat ini sangat rendah. Namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari 

mudharib atau pihak ketiga. 

Penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah merupakan  

alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan 

oleh shahibul maal demi menghindari moral mudharib yang tidak 

bertanggungjawab terhadap kerjasama tersebut. Dengan disertakannya 

jaminan, shahibul maal tidak akan ragu lagi untuk melakukan kerjasama 

sehingga perputaran uang akan terus terjadi dan distribusi kekayaan akan 

terealisasi. Maka kemakmuran secara merata akan dapat tercapai. 

DSN membolehkan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan 

mudharabah ini karena penerapan akad pembiayaan mudharabah dilakukan 

antara lembaga keuangan syari‟ah dengan nasabah, hal ini dilakukan karena 

tingkat amanah yang dimiliki masyarakat saat ini sangat rendah. Maka 
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kemudian bank meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah benar-benar 

melaksanakan usaha dengan baik untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah 

tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena 

kelalaian dan/atau kecurangan. 

Imam syafi‟i melarang jaminan pada akad mudharabah ini karena 

penerapan akad pembiayaan mudharabah dilakukan antara individu dengan 

individu pada masanya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, 

sehingga tidak memerlukan jaminan. Jaminan diperlukan untuk transaksi 

utang-piutang, dimana utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah. 

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan 

difungsikan sebagai perlindungan hak-hak LKS yakni agar mudharib tidak 

melakukan penyimpangan terkait tentang hal-hal yang telah disepakati 

bersama dalam akad. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini berdasarkan fatwa 

Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

mudharabah yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam 

pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak 

melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta 

jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 

dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-

hal yang telah disepakati bersama dalam akad.171 

2. Jaminan dalam akad mudharabah menurut imam Syafi‟i adalah investor 

tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk 

mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat 

hubungan antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang 

bersifat “gadai” dan mudharibadalah orang yang dipercaya, maka jaminan 

semacam itu tidak perlu.  

Imam syafi‟i melarang jaminan pada akad mudharabah ini karena 

penerapan akad pembiayaan mudharabah dilakukan antara individu 

dengan individu pada masanya bagi hasil antara pemilik barang dengan 

penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan. Jaminan diperlukan untuk 

                                                             
171

Dewan Syari‟ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syari‟ah, (Jakarta: CV. 

Erlangga, 2014), h. 81 
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transaksi utang-piutang, dimana utang-piutang tidak masuk bagian usaha 

mudharabah. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari 

mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak 

mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Imam Syafi‟i. 

3. Penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkan. Imam syafi‟i melarang jaminan 

pada akad mudharabah ini karena penerapan akad pembiayaan 

mudharabah dilakukan antara individu dengan individu pada masanya 

bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak 

memerlukan jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari 

mudharib atau pihak ketiga. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan 

bahwa jaminan difungsikan sebagai perlindungan hak-hak LKS yakni 

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan terkait tentang hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad. 

B. Saran 

Adapun saran penulis yaitu jaminan sangat diperlukan dalam pembiayaan 

mudharabah untuk menghindari perbuatan orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab, karena saat ini tingkat amanah yang dimiliki oleh 

masyarakat sangat kurang. Dengan disertakannya jaminan, shahibul maal 

tidak akan ragu lagi untuk melakukan kerjasama sehingga perputaran uang 

akan terus terjadi dan distribusi kekayaan akan terealisasi. 
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